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MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2022 

TENTANG 

PROSES BISNIS PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik, perlu menyusun proses bisnis 

penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang 

Proses Bisnis Penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan 

Olahraga; 

   

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); 
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  3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

  4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 

2021 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik;  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG 

PROSES BISNIS PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA. 

 

KESATU : Menetapkan Proses Bisnis Penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang 

selanjutnya disebut Proses Bisnis SPBE Kemenpora 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.  

 

KEDUA : Proses Bisnis SPBE Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam 

DIKTUM KESATU merupakan diagram yang menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

pada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan 

terselenggaranya tata kelola SPBE yang sesuai dengan tujuan 

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 

bagi pemangku kepentingan. 

 

KETIGA : Proses Bisnis SPBE Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam 

DIKTUM KESATU sebagai penjabaran lebih lanjut dari proses 

bisnis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 

Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

 

KEEMPAT : Proses Bisnis SPBE Kemenpora terdiri atas: 

a. proses perencanaan SPBE, yang memuat proses 

penyusunan dan koordinasi kebijakan SPBE serta 

penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE; 

b. pelaksanaan SPBE, yang memuat pembangunan dan 

pengembangan aplikasi SPBE terintegrasi, pengelolaan 
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data dan informasi SPBE, dan pengelolaan infrastruktur  

SPBE; dan 

c. pemantauan dan evaluasi SPBE, yang memuat persiapan 

pemantauan dan evaluasi  SPBE, pelaksanaan 

pemantauan SPBE, pelaksanaan evaluasi SPBE, dan 

pelaporan pemantauan dan evaluasi SPBE. 

 

KELIMA : Pelaksanaan Proses Bisnis SPBE Kemenpora sebagaimana 

dimaksud dalam DIKTUM KEENAM didukung dengan: 

a. proses penataan dukungan tata kelola SPBE, yang 

memuat perencanaan dan anggaran SPBE serta evaluasi 

pelaksanaan anggaran SPBE;  

b. pengelolaan manajemen SPBE, yang memuat manajemen 

keamanan informasi dan data, manajemen layanan SPBE, 

manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen risiko 

SPBE, manajemen aset dan teknologi informasi dan 

komunikasi, manajemen pengetahuan, dan manajemen 

perubahan; dan  

c. pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi, 

yang memuat pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, 

pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit 

keamanan SPBE. 

 

KEENAM : Untuk menjamin relevansi dan efektivitas proses bisnis 

penerapan SPBE Kemenpora, unit organisasi di sekretariat 

Kemenpora yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

tata laksana melakukan pemantauan dan evaluasi paling 

sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan atau sewaktu-waktu 

apabila dibutuhkan yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

KETUJUH : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

DIKTUM KESEBELAS menjadi dasar perbaikan dan 

peningkatan Proses Bisnis Penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga. 
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KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan 

Olahraga; 

3. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian 

Pemuda dan Olahraga; 

4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan 

Olahraga; dan 

5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

 
 

 

   Ditetapkan di Jakarta 

   pada tanggal 28 April 2022 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd 

 

               ZAINUDIN AMALI 

 

 

Salinan sesuai aslinya 

Kepala Biro Humas dan Hukum 

 

 

 

S A N U S I 

NIP. 196412011985031001 

 

 

Plt. 

Seskemenpora 
 

Karomaskum  

Karorenor  

Kabag Hukum  

Plt. Kabag 

Ortakal 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2022 

TENTANG  

PROSES BISNIS PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
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          MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

                     REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

                ZAINUDIN AMALI 

Seskemenpora  

Karomaskum  

Karorenor  

Kabag Hukum  

Plt. Kabag Ortakal  


